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FERATURA..~ DAERAH KABUPATEN MUS! BANYUASIN
NOMOR 5 'fARm'! 2013

TENTANG
PEMBE:NTUltAN ORGA:NISASI DAN 'rATA KERJA

KANTOR LAYANAN PENGAD.AAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMA'I' TUHA...'il YAl'lG MARA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentangPengadan Bar~""lg j Jasa Pemerlnt3...>-~,mev;r3..jibk~n
setiap Kementerian / Lembaga / Daerah / Instansi Lainya
mcm.bcntuk TJnit Laya..T1an Pcngadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah
Kahllpaten I\'.lusi B"anyn•...lasin tent::tng Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan
Kabupaten 1\1usiBan3ruasin.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repub1ik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
S1J~n2:.tcT8, Sch~.t2.n (Lcmb8Tsn Ncg8ra 'Rcr:nihTiJ.:-, !nnonc2.i2,
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
:Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
Perubahan atas Undang - undang Nomor

1999 ten tang
8 Tahun 1974

ten tang Pokok ~ pokok Kepegavvaian (Lcmbara.n Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lemb::m:m l'!egara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

ten tang
Republik

Indonesia Tahun "2004 :Nomor 125, Tamba.:..~a.:."""l Lembnran
Negara Nomor 4437) sebagaimana te1ah diubah beberapa
kali terak:hir dengan TJndang-Undang l'Tomor 12 Tahun
';nn;; 1t"'nj~:no Pp llh~lh.~:T'l K("C1"l~ ':"l"~l~ rTnC1~~I"""'(j--Ur'ld::'nO'-.i~~~ ~""'~~~~~~D ~ ",.1- _.~~_~_ ~~~ ~ ~ u.. -'-' ~ .•.• c:..J..1-b *~~u...:."b

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan LembaraD. Negara RepubIik Indonesia
Nomor 4844);

1JndHTlg -lJ ndELlig :NOInor Trll1.un 200,1 tcntang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
,,~~-~;.. IT~_h~_~_ ue~~-~ Re-ubI", In..J~-n~l'~ 'T'~h,,_
lJdC.i"LL.i.l p....ClllLi<:.Ud...l.l 1'0 fSGl.la 1-' .in. UU1.lC~ <:.1. 1 <..J.l.lU.il

2000:j. I\Jol1'lor 126, TarnDahan LCl"nDaran I'-Jcgaxa Rcpub1ik
Indonesia Nomor 4438);

cu. Undang-Undang 'NOl1.10r Tuhun 2011 tcntang
Pembcntul<:an Peraturan Perundang-Undangan
(Lemharan Negara Repuhlik Indonesia Tahun 20 I J NOlllOI"
g?, Tnmhnhan Lembiln]n Negnrn l'~cpublik incionc,,:i:)
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Nomoi 5234);

7, Peraturan Pernerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerinlah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenjKota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Talnbaban Lembaran Negara RepubIik Indonesia
Nomor 4737);

8, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Talnbahan
Lcmbaran Ncgara Nomor 4741);

9, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadan Barang j
Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Presiden RepubIik Indonesia Nomor 35 Tahun
2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tabun 2010 tentang Pengadaan Barang j jasa
Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 694);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Penataa11 Organisasi Perangkat Daerah;

13, Pcraturan Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2
Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lcffibaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2008 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LAYANAN
PENGADAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAal
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalal'll Peraturan Supati ini yang dimaksucI dcngan :
1. Dacrah udalall' Kabupal<':ll Musi DLlllYLIl ..l=-.•il1;

2. Pemerintahan Daerah adalah' penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonom! seluas-luasnya dalam s!stem dan
Prinsip Negara Kesatuan RepubIik Indonesia sebagaimana
dirnaksud dala111 lJndang - undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
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disc but DPRD adalah Lembaga Pcrwakilan Rakyat Dacrah
sehagai unsur penyelcnggara Pemcrintah Daerah;

S. Otonomi Daerah adalah hal, wewcnang dan kcwajibun
dacrah otonom untuk mcngatur dan mengurus sendiri
urusan pcmcrintahan clan kcpcntingan masyarakat
seten1pat scsuai dengall pcraturun pCrUJHJung-UJI(JUJJE,;lll;

6. Daerah Otonom, selanjutnya discbut daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai bata.s-
batas wilayah yang bcrwcnang mengatur dun mcngurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
sctcmpat mcnurut prakarsa scndiri bcrdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Rcpublik
Indonesia;

7. Pcrangkat Dacrah terdiri atas Sekretariat Dacrah, Dinas
Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya serta
Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kcbutuhan
daerah;

8. Bupati adalah Bupa:ti Musi Banyuasin;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Kantor adalah Kantor Layanan Pcngadaan Kabupatcn

Musi Banyuasin;
11. Pengadaan BarangjJasa Pemerintah yang selarljutnya

scbut dengan Pengadaan Barangj,Jasa adalah kegiatan
yang mcmperoleh barang j jasa oleh
K"mcic,,-i'-l11 jtCIT)bnp.'.1jS,'.1:urJ,n Kcrja Pcrangkat
Daerahj Instansi Lainya yang prosesnya dimului dad
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;

12. Penggunaan Barang yang selanjutnya disebut PA aelalal1
pejabat pemegang kewenangan penggunaan angaran
jSatuan KeIja Perangkat Daerah atau pejabat yang
disamakan pada !ntansi lain pada Pengguna APBNjAPBD.;

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA,
adalah pejabat yang ditetapkan PA untuk pcnggunaan
APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
penggunaan APBN.

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK
adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
barangj jasa.

15. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP
ada-lal1 unit ,organisasi ,Pemerintah yang berfungsi
mclaksanakan pengadaan barangjjasa eli
Kementerianj Lembagaj Daerahjlntitusi Lainya yang
bcrsifat permanen,dapat berdiri sendiri atau melekat pada
unit yang sudah ada.

16. Pcjabat Pcngadaan personi] yang ditunjuk untuk
melal,sanalmn pengadaan Langsung.

17. Kelornpok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalh
kelompok keja yang berjumlal1 gasal, beranggotakan
paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditarnbah seuai
dengan kompleksitas pkerjaan, yang bertugas untuk
mclaksanakan pcmilihan penyedia pengadaan
barangjjasa di KcmentcrianjLernbagaj Pcmcrintah
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Daerah/lnstitusi.
Scrtililcat Kcahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda
bukti pengakuaIl dari Pcmcrintah atas kompetensi dan
kemampuan profesi bidang pengadaan arang/jasa.
Pcnycdia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang
perseoranl;'an yang menyediakan barangjpekerjaan
konstrukSl/Jasa konsultasi/jasa lainya.
Dommen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan
oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam
proses pengadaancbarang/jasa.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal2
(1)Kantor Layanll.n Pengadaan adalah unsur pelaksana

Pemerintall Daerah di bidang Layanan Pengadaan sesuai
dengan kewenangan Pemerintah Daerah serta peraturan
perundang - un dang yang berlaku;

(2)Kantor Layanan pemgadann dipimpin oleh seorang Kcpaln
Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kcpncI1.l Bupnl:i rTlc!uJui Sckn:::i:nl"i:.: Dncnlh.

Pasa13

Kantor Layanan Pengadann, mempunyai tugas pokok
dibidang Layanan Pengadaan sesuai dengan kewenangan dan
tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada
Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Layanan Pengadaan
mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan unsur. kepegawaian, keuangan, umum dan
perlengkapan;

b. Penyusunan rencana dan penjabaran kebijakan teknis,
pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang layanan
pengadaan, perencanaan yang meliputi segala usaha dan
Icegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengc101a,
menelaah serta menyusun kebijakan teknis clan program
dibidang layanan pengadaan;

c. KOOl'd.inr.l::;iyang rncliputi scg::tlu. uS:lhn dnn kcgint:nn gunn
mewujudkan kebenaran yang berhubungan dengan
peningkatan tugas dibidang layanan pengadaan;

d. Penyusunan yang meliputi segala usaha dan kegiatan
untuk melaksanakan penyusunan teknis atau pelaksanaan
tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang tclah ditetapkan
oleh pemerintah daerah serta peraturan perundang-
unclangan yang bcrlal<u;

e. Penclitian clan pengembangan yang meliputi segala usaha
clan kegiatan untuk menyc1enggarakan, mengc1ola, mcneliti
clan mcningkatakan tugas dibic1anglayanan pcngad8an;
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f. Pcrumusan dan pcnjabaran kcbijakan tcknis clan
pcmbcrian bimbingan dibidang Jayanan pcngaclaan;

g. Mclakukan bimbing;'ln tcknis pcnetapan sistcm pembina an
lcrhaclap pcntnglml:l1n Il.l}'llnlln pcngllrInlln;

h. Mclaksanakan tugas - tugas lain yang clilimpahkan olch
Bupati.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasa15

(1) SLruktur organisasi Kantor Layanan Pcngaclaan Kabupatcn
Musi Banyuasin, terdiri dan:
a. Kepala Kantor:
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
c. Seksi Pengadaan Barang :
d. Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
e. Seksi Pcngadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya:
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Struktur Organisasi Kantor Layanan Pengadaan
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini seperti tercantum
pad a Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peratclran Daerah ini.

BAD IV
TATAKERJA

Pasa16

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub
Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan
F'ungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi clan simplifikasi baik eli lingkungan Kantor
Luyullun Pcngndnnn, fTI!l11pt"ln nnlru" ()q.:~nni~'~rl:~i~,~('~:~lffll

dengan tugasnya masing-masing;

(2)Kepala Kantor Layanan Pengadaan bertanggung jawab
memimpin, mengkoordinasikan bawahan dan memberikan
bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;

(3)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor
Layanan Pengadaan wajib mengawasi bawahannya dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

(4)Sctiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor
Layanan Pengadaan wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing dan menyiapkan laporan bcrkala tepat pada
wakt:unya.
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BABV
ESELONERING

Pusa17

(I) Kcpala Kantor adalah jabatan cselon III/a;
(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan cselon IV/a.
(3)Kepala Seksi adaIah jabatan cseIon IV/a.

BABVI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasa! 8

1. Pada Kantor Layanan Pengadaan dapat dibentuk keIompok
jabatan fungsional;

2. KeIompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimalesud ayat
(1) terdiri atas sejumIah tenaga daIam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi daIam berbagai keIompok sesuai
dengan bidang keahIiannya;

3. KeIompok Jabatan Fungsional adalah keIompok pegawai
negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hale secara
penuh olch pejabat yang bcrwcnang untuk meInksanakan
kegiatan yang sesuai dcngan profcsinya dalam rangka
mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kantor
Layanan Pengadaan;

4. Setiap kelornpok dipimpin olch seorang tenaga fungsional
yang diangkat oleh Bupati atas usul Sckretaris Daerah;

5. ,Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan
oIeh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berIaku.

BAB VII
KETEI~TUAN PENUTUP

Pasal9

Rincian tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan
struktural pada Kantor Layanan Pengadaan sebagaimana
dimalcsud pada peraturan daerah ini alcan diatur Iebih Ianjut
dengan Peraturan Bupati.
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Pasa! 10

Peraturan Daerah 1m mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal ICj A"u~wS 2013

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal \Cj i'-0v~'lV5

SEKRETARrS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. SOHANMAJID

2013

BUPATI MUSI BANYUASIN,

/

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUS! BANYUASINTAHUN 20!3 NOMOR lj

"



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran: Peraturan Daerah Kabupaten MusiBanyuasin
Nemer: 'i Tahun 2013
Tanggal : \~ ~,"u,tu, 2013

l KEPALA ~TOR I I I
SUB BAGlAN
TATA USARA

I

Kelompok Jabatan
Fungslonal

SERSI SERSI SERSI
Pengadaan Barang Pengadaan Pekerjaan Kenstruksi Pengadaan Jasa Konsultansi

dan Jasa Lainnva. ..~=-

,


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

